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BUPATI SRAGEN

PE]IATURAN BUPATI SRAC}EN

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAtrRAH KABUPATEN SR,{GtrN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

KHUSUSNYA RETRiBUSI PtrLAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC} MAHA ESA

BUPATI SRAGtrN.

a bahwa pasar tradisional mempunyai peran dan fungsi yang
strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan
tenaga kerja, karena itu keberadaan pasa-r harus
dipertirhankal dal dikembangkan dalam rangka
peningkatal daya saing pasar tradisiona-l serta menjaga
kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan
masyarakat;
bahwa dengan trerlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan retribusi
pelayanan pasar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-na dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daeralr Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan
Pasar.

engingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 1950 tentarg Pem-
bentulian Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-
imbangan Keuangan artara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembrran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848);

4. Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahtrn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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enetapkan

5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind<,nesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Keputllsan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MtrNKES/SK/
W/2OO9 tentang Pedoman Penlzelenggaraan Pasar Sehat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daera-h
Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4Seri D Nomor 04);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahar Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten SragenTahur-r 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

}IEMUTUSI(AN :

PERATUR,\N BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATUR,,\N DAERAH KABUPATtrN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN

2OI2 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUS}TYA

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAt] I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang di maksud dengan : ,

1 . Pasar pemerinta,} adalah pasar-pasar yang didirikan di atas
tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Sragen dan dikelola
sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen;

2. Pasar ada1ah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas
halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau
toko/kios/ruko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagaag;
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3. Pasar desa adalah pas.1r yang didirikan dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;

4. Tempat dasaran atau pelataran ada-lah tempat di lingkungan
pasa-r yang diatasnya tidak ada bangunan yang disediakan
untuk berl'ualan secara adegan dan/atau darurat;

5. Los adalah bangunal tetap di dalam lingkungan pasar
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding
yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak;

6. Toko/kios adalah bargunan di pasar yang beratap dan
dipisahkar dengan yang lainnya dengan dinding pemisah
mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang
dipergunakan untuk usaha perekonomian/ berjualan;

7. Ruko adalah bangunan beriantai dua atau lebih, lantai
bawah untuk perekonomian/berjualan, lantai atas untuk
rumah tangga/ gudang atau sejenisnya;

8. Hak pemataian ada-lah hak yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk
memakai/menempati dan memanfaatkan tempat dasaran/
los/klos/toko/ruko sesuai luas yang dipalai;

9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh pribadi atau badan hukum;

10. Retribusi pelayanan pasar J,ang selanjutnya dapat disebut
retribr,rsi adalah pembal-aral atas penyediaal fasilitas pasar
tradisiona,l/ sederhana yang berupa tempat dasaran/ los/kios
/toko/ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediirkan untuk pedagang dan/atau badar hukum;

11. Wajib retribusi ada-lah orang pribadi atau badan hukum yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi daerah;

12. Masa retribusi adala h jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk me-
manfaatkan pelayanan lirsilitas pasa-r dan/atau pertokoan;

13. Surat ketetapan retribusi daerah, yang seianjutnya disingkat
SKRD adalah surat ket etapan retribusi yang menentukan
besarrrya jumlah pokok rctribusi yang terhutang;

14. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat
disingi<at STRD adalah surat untuk melakukan tagihal
retribr,rsi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dal/atau denda;

15. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

16. Bendahara khusus penerima adalah bendahara khusus
penerima yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

17. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen;
18. Pemeriksaal adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan
dalam rangka pengawasan kepatuhal pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribu si daerah;

19. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi
daerah adaiah seraigkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selarjutnya disebut
penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana
dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana di
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bidang retribusi dae rah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1). Dengan nama retribusi pelayanal pasar, maka dipungut
retribusi atas pelayanal terhadap penyediaan fasilitas
pasar yang berupa tempat dasarar, los/toko/kios/ruko
untuk pedagalg dan/atau badan hukum yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Sragen.

(2). Obyek retribusi ada-1ah pelayanan, penyediaan, fasilitas
pasar berupa tempat dasaran, los/ toko/kios/ruko yang
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk
pedagang dan/atau badan hukum.

(3). Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan
penyediaan fasilitas pasa-r yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh pihak swasta dan perusahaaan daerah.

(a). Subyek restribusi adalah orang pribadi atau badar hukum
yang memakai dan/atau memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkal tempat, 1uas,
kelas paseu dan fasilitas yang digunakan atau dimanfaatkan
oieh wajib retribusi.

BAB IV

I'RINSIP DALAM PtrNETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Bagial Kesatu
Prinsip dalam Penetapan

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya ta-rif
dimaksudkaa untuk menutup biaya penyediaan fasilitas pasar
yang meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga pinjaman dengart
tetap mempertimbangkan kemampual masyarakat dal aspek
keadilan.
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GOLONGAN DAN UKURAN
PtrNGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa
umum.



Bagian Kedua
Penetapan Struktur

Pasal 6
(1). Struktur dan besarnya tarif harian 1os/toko/kios/ mko dan

temp2lt dasaran ditentukan berdasarkan klas pasar, luas dan
klas los/ toko/kios/ ruko dar tempat dasaran.

(2). Struktur dan be sarn1,-a tarif bongkar muat ditentukan
berdasarkan jenis kendaraan yang melakukan aktivitas
bongkar muat.

(3). Struktur dan besarnya tarif parkir/tltipan ditentukan
berdasarkan jenis kendaraar.r yang parkir/dititipkan.

(4). Struktur dal besarnr.a tarif sarara kebersihan umum
sebagaimaaa kamar mandi/mandi cuci kakus (KM/MCK)
ditentukan berdasarkan jenis penggunaan sarara kebersihaa
dimaksud.

(5). Struktur dan besarnya tarif penjaja keliling ditentukal
berdasarkan sarana dan prasaran a yang digunakan.

(6). Struktur dan besarnya tarif kebersihan ditetapkan
berdasarkan areal yang dimanfaatkan.

(7). Struktur dal beSafnya tarif pengalihaa hak ditentukarr
berdasarkan prosentase dari nilai jual obyek retribusi.

(8). Struktur dan besarnl.a tarif hak pemakaian dan/atau
perpanjarlgan hak pemakaian Tempat Dasaran Tetap,
los/ toko/ kios/ ruko dipungut berdasarkan perkalian antara
luas pemakaiar dengan tarif yang berlaku.

(9). Biaya hak pemakaian harus dibayar dimuka.

Bagian Ketiga
Pengelolaaa Hak Pemataian

Pasal 7

( 1). Hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat ijin
menggunausahal<an tempat dagalgan di pasar, berlaku
selama I (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2). Hak pemataian yang telah diterbitkan dan telah diterima
oleh pemohon, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari
secara berturut-turut sejak diterima dan pihak pemohon
tidak memanfaatkan lasilitas tersebut sesuai dengan
peruntukannya, maka pemohon dianggap tidak
membutuhkan fasilitas tersebut selanjutnya hak pemakaian
ditarii< kembali penguasaannya oleh Pemerintah Kabupaten
Sragen.

(3). Apabita hak pemakaian telah habis masa berlatunya, sedang
pemegang hak masih berkehendak untuk memperpanjang,
maka yang bersangkutan diwqiibkan menyelesaikan
perpanjangan dimaksud 1 (satu) bulan sebelum berakhir
masa berlakunya dan tnembayar retribusi perpanjangan.

(4). Apabila masa berlakunlra hak telah berakhir dan pemegang
hak tidak mengajukan perpanjangan, maka yang
bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat
tersel;ut dan tidak diiiinkan mengalihkan haknya kepada
orang iain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya
kembali ke Pemerintah Kabupaten Sragen.

(5). Apabila pemegang hak pemakaian dasaran tetap
los,toko/ kios/ ruko tidak membayar retribusi harian selama
30 (tiga puluh) hari berturut-turut sedang kepadanya telah
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Bagian Keempat
Tarif

Pasa-1 B

(1). Tarip retribusi bagi penjaja keliling ditentukan berdasarkan
pera,latan yang digunalal untuk berjualan, berupa mobil,
gerobak dan/atau asongan.

(2). Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan oleh tenaga yang
mengetahui tentang kesehatan hewan dan ditunjuk dari
SKPD r ang membidangi.

(3). Tarip retribusi pemeriksaan kesehatan hewan ditentukan
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan
yang berada di pasar hen'an.

(4). Pembavaran retribusi ternak sudah termasuk pemberiaa
pelayanan administrasi ternak apabila diperlukan oleh
pedagang dan/atau pembeli ternak.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RtrTRIBUSI

Bagiaa Kesatu
'Wilayah Pemungutan dan bagi hasil Pasar Desa

(1). Wilayah pemungutar Retribusi Pelayanan Pasar meliputi
Pasar Pemerintah Kabupaten, Pasar Desa ya.rlg
diurus/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2). Bagi hasil antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah
desa untuk pasar desa yang dikelola oleh pemerintah
kabupaten ada-1ah 60 7o (enam puluh per seratus) untuk
pemerintah desa dan 40 oh (empat puluh per seratus) untuk
pemerintah kabupaten yang dihitung dari penerimaan kotor
retribuSinya.

(3). Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama pengelolaaa pasar
desa oleh pemerintah kabupaten diatur lebih lanjut oleh
SKPD 1"ang membidangi pengelolaan pasar.

diberi peringataa lebih dahulu oleh kepala rayon pasar
bersangkutan, maka hak pemakaian dinyatakan tidak
berlaku lagi dan dicabut serta kepadanya masih diwajibkan
untuk melunasi retribusi yang belum dibayar.

(6). Pengalihan hak pemakaian tempat dasaran, los/toko/kios/
ruko kepada oralg lain dan/atau badan hukum dipungut
biaya pengalihan hak sebesar 1 7o (satu persen) dari niiai jual
obyek retribusi.

(7). Pasar l.ang buka pada pagi hari, slang hari dan malam hari
dikenakan retribusi pada pagi hari, sialg hari dan malam
hari.

(8). Bagi pedagang yang tidak berjualan/tutup baik dalam los
maupun toko/kios dalam pasar tetap dikenakan retribusi.

Pasal 9
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Bagiar Kedua
Pelaksana Pemungutan

Pasal 10

(1) Dinas Perdaganan atau SKPD yang membidangi pasar
bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan retribusi.

(21 Dalam meiaksalakan pemungutan retribusi Dinas
sebagaimara dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu pihak
1ain.

(3) KetentLran lebih lanjut tentang pelaksana pemungutan
retribu:ii ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa retribusi, saat retribusi terhutang

dan tempat pembayaran

( 1).

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
hari untuk retribusi harian dan 1 (satu) tahun untuk
retribusi pemakaian.
Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembal,.aran retribusi pelayanan pasar dilakukan secara
tunai dan bertempat di loket pengelola pasar setempat,
selanjutnya kepala rayon pasar atau petugas yang ditunjuk
menyetorkan pembayaran retribusi ke kas daerah da,lam
wa-ktu i (satu) hari kerja.

(21.

(s).

Bagian Keempat
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasa-l 12
(1). Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan

pasar clibuat dalam bentuk permohonan tertulis dari wajib
retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang
membidangi pasar.

(2). Kepala SKPD yang membidangi pasar atas nama Bupati
dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembayaran
retribusi secara angsuran dal penundaan pembayaran
retribusi.

Bagian Kelima
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

(1). Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi dengan mengajukan permohonan
tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang
membidangi pasar.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/iurah;
b. rekomendasi dari Kepala Pasar;
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c. surat keterangan dari lembaga yang berwenang
menyatakan terjadinya suatu bencana a-lam termasuk
kebakaran, dan keadaan pailit.

(3). Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wqib retribusi
dapat menolak atau memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

(4). Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi
karena bencana alam atau kebakaran sehingga obyek
retribusi musnah atau jatuh pailit yang dinyatakan oleh
lembaga yalg berwenang.

(5). Dikabulkan atau ditolalnya permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.

(6). Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bupati tidak
memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap
dikabulkan.

Bagian Keenam
Penagihan

Pasai 14

Wajib retribusi yang tidak n-relaksanakan pembayaran retribusi
akan dilakukal penagihan dengal menggunakal surat
penagihan kesatu sampai dengan surat penagihan ketiga dan
apabila sampai dengan surat penagihan ketiga tetap tidak
membayar maka dikenakal sanksi pencabutan hak pemakaian.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 15

( 1). Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejat saat terhutangnya retribusi kecuali apabila
wajib retribusi melakukan tintiak pidana di bidang retribusi.

(2). Kada-luwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditangguhkan apabila:
(a). diterbitkan surat teguran, atau ;

(b). ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi
secaIa tertulis.

Bagian Keclelapan
Kebertltan

Pasal 16
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(1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui
Kepala SKPD yang membidangi pasar.

(2). Keberatal diajukan secara tertulis daiam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.



(41.

(s).

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling \ama 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan diterbitkan, kecua.li apabiia wajib retribusi
dapat menunjukkan bahwa jargka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persya-ratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak di anggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengaj uan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Kepala SKPD yang membidangi pasar dengan persetujuan
Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusal
atas keberatan yang diajukan.
Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribu si yang terhutang.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) telah lewat darr tidak memberikaa suatu keputusan,
maka keberatan yang diqjukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(6).

(71.

(8).

(e).

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayararr

Pasai 17

( 1) . Atas keiebihan pembayaran retribusi, wqjib retribusi dapat
mengajukart permohonan pengembaiian kepada Bupati
melalui Kepala SKPD yang membidangi pasar.

(2). Permohonan pengembalial kelebihan pembayaran retribusi
diajuk:rn secara tertuiis dengan sekurang-kurangnya
menye butkan :

(a). nama dan alamat wajib retribusi;
(b). masa retribusi;
(c). besarnya kelebihan pe mbayaran;
(d). a-1a san permohonan secara singkat dan jelas.

(3). Kepala SKPD yang membidalgi pasar dengar persetujuan
Bupati dalam jalgka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaral retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusarr.

(4). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 (dua) telah dilampaui dan tidak memberikan suatu
keputusan, maka permohonan pengembalial kelebihan
retribusi dianggap dikabulkan.

(5). Apabil:r wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya,
permohonar kelebihan pembayaran retribusi yang
dikabulkan dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi
terletrih dahulu hutalg retribusi tersebut.

(6). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang
dikabulkan dilakukan dalam jargka waktu paling lama 2
(dua) bu1an.
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(7). Bukti penerimaan oleh pejabat daera,h atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis
diterima.

(8). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerititkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(9). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan hutang retribusi lainnya maka pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
peminclahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB V]

INSENTIF PEMUNGUTAN

I'asal 18

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajlb retribusr tidak melaksarakar kewajiban
membayar retribusi maka kepadanya dapat dikenakan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (a) dan (5).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 20

Contoh, jenis, bentuk, format blanko retribusi pelayanan pasar
sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

10

(1). Insentil pemungutan retribusi pasar diberikan kepada
instansi pemungut retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari
pencapaian target pendapatan retribusi.

(2). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara
proporsional dibayarkan kepada:
a. pejabat dan pega',vai instansi pelaksana pemungut

retlibusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai

penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan daerah;
d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut

retribusi.
(3). Instarsi pelaksana pemungut retribusi dapat diberi insentif

apabila mencapai kinerja tertentu.
(4). Pembelian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnva.
(5). Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan pembagiannya diatur lebih
lanjut rlengan Keputusan Bupati.



BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundargan Peraturan Bupati ini pada Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada 19- \[--zcr-e

RAGEN,

UR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal ..49:.!* - aot a

P1t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
EN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN

RAAN RAKYAT,

AN HANDAYANi

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR..6..s:.

,J
>-

I

4 c9-

U9

11

-



Pemerintah Kabupaten
Sragen

Perda No. I Tahun 2012

Rp. ,1000,- Ssri: I

PERATURAN B TJTATI SRAGEN
NOMOR ,

TANGGAI :

Pernerinta.l- Kabupaten
Sragen

Perda No. I Tahun 2012
Rp. 100,- Seri : A

Pcmerintah Kabupaten
S rilg en

Perda No. I Tahun 2012

KARCIS KEBERSIHAN
PASAR

Rp.500,-
Seri :A

8,2 CM

LAMPIII.AN

CONTOH, JENIS, BENTUK DAN FORMAT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Karcis Refibusi Harian

Pemr:rintah Kabupaten
Sragen

Perda No. I Tehun 2012

I(rrRCIS PASAR
HEWAN BESAR

1Rp.4000,-
Seri : A

4,8 CM

l'>ernerintah KaL'Lrp.rten
Sr.rgert

Perda No. I Tahun 2012

KARCIS PASAR
Rp.50,-

Seri : A

Pemerintah Kabrrpaterr
Srager-r

Perda No- I Tahun 2012

KARCIS PASAR
TOKO

Rp.400,-
Seri : A

I'er,erintcfr Kx trupaten Is,.ase,' 
I

Perda No I Tahun 20ll
Rp.So.- Seri A ll

Pernerintah K. h.rp.t.-r, ISragen I

Perda No I Tahun 2012 |

Rp.4{)o.- Sen A I

I

I



2. Retribusi Hak Pemakaian Tahunan

0 5cm

PEIVIERINTAH KABUPATEN SRAGEN

1 6,2 cm

ljin d|FtBfu ,.n i$u hdak hi mN MrtD.y..
Sdnriu-woklud,rlrrd'obut Jt.hil!Emyll!s,F..ghu /p.N.gong
ilin toko / kiG d.$d Is r.'r.66 tuleggr rrr.nilE-k t orur
yog di.atuls llltd ilin *brgai lE,t( :

l. Mcnjrgc k.b.Biiu. d6 kor@u did!l!'n d s.kibnrlu
b&U@ Lolo&iG/da@r ld &a ddy.ddltu edlar .dpat
du a,b,t-.I.t k b.t^r.

2. M.olJlr& @( cu1bGi L!;,o^rioe r,ip h{i, KEpdda (cDdl. Rryon
P.erSct@prt @@mr keren.un rag b<I.*u

l. Ti.t h.tn rciugg.k rctribui^y! dil.n wa*Iu l0 (rid,p!tun)
lwi h.mrtult@i ekdlipM ddar k.elllr tturtup.

4. M.n8.d.lon ,rbe,re L,erortilgd bila co.dj kddsile-
kc@t.. !.lo / tB r dNd. / lo! rrebul

S. Iid.IMl.hE.^ggu.JiJ.L k. .ioJ${othutn L.rE ricu
lid t cu.1i utul r.pdM{e }&rr d.r' dibtutr &16 s(ar

6 'Ii.,ak nrdhllr, m.6mh.h d m.n*nngkanug@takoAio./
r.auvlc *6.liur m.ndrpadd ijin knllis dri Bupd Sngd

Cq. K.pal! DP2D rol,uparen SBgd
i.]'id.k bol.h ndycdhk.n hrk nog8uuk t Lo&i6r.hsann,lor

ilu t@ui! m.s l.in ksuL, jik nsd.rrt iji. d,' Bup SBsen
C{ k Ei. DP2D (.bupatcn Srajd

8 Tid.l b.l.h mdAge,L&, toko&iod.b$ lG ufrrk keF.-
tiEm luln rdEga

9. M6o.d Pdo!& Drdalr, re ala!.d., d& yrg.to diadat n
d& ondut lcridr {ch.un.lcrsMi dff 'nsbisi 

yi.C

TahuD p.ru,na b{lalo ri rjin

PEMERINIAII KABUPATE'N SRAGEN

No. Asesda : 974 ,' _ /_/

Katlratrgaf,

Ijitr diberika kepoda

1. Naara

2. Alamat

l.t k si : Pasar

Jeds : Toko / Kios / I.os

Nornor

: Padag E
kba! m

5. Untul( berjuslaa

6. Berlaku s/d

s-s-

-)

SRAGEN

RAHMAN

"u"or,r," 
ra*ou* u*ro*^ 

|
TFMPAT TIA',ANT,AN PASAR II

I
Sragcrl. _

\


